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N
o. 

Analisis 
Data 

Efektivitas 
Pemungut

an PBB 

Pengumpulan 
Data 
(Data 

Collection) 

Reduksi Data 
(Data 

Reduction) 

Penyajian Data 
(Data Display) 

Penarikan 
Kesimpulan 
/ Verifikasi 

1. Mekanism
e dan 

Prosedur 
Pemungut

an PBB 

Hasil 
wawancara 
dengan 
beberapa 
narasumber : 

1) BapakM
uh. 
Safwan, 
SE.MM 
(Kepala 
Bidang 
Pendap
atan II) 

Pendataan 
dilakukan jika 
turun langsung 
mendata 
sedangkan pada 
proses 
pendaftaran 
kalau ada wajib 
pajak mau 
mendaftarkan 
langsung 
setelah didaftar 
ditetapkan 
sebagai wajib 
pajak, kemudian 
dihitung besar 
pajaknya, 
berapa 
luasannya, ada 
bangunan atau 
tidak, listriknya 
berapa, 
lantainya 
keramik atau 
semacamnya 
dan dindingnya 
dari tembok atau 
kayu semua 
masuk dalam 
kriteria dalam 
menghitung. 
SPPT kemudian 
dikeluarkan 
setelah besar 
pajaknya 
ditetapkan. 
SPPT 

1) Mekan
isme 
Pemu
nguta
n PBB 

Penerbitan 
SPPT dimulai 
dari 
menetapkan 
besar 
pajaknya, 
dilanjutkan 
dengan 
penerbitan 
Surat 
Pemberitahua
n Pajak 
Terhutang 
(SPPT). SPPT 
kemudian 
didistribusikan 
mulai dari 
kecamatan 
hingga 
kelurahan/des
a, yang 
selanjutnya 
didistribusikan 
ke kepala 
lingkungan 
atau kepala 
dusun. Kepala 
lingkungan 
dan kepala 
dusun 
bertanggungja
wab untuk 
melakukan 
penagihan 
pajak, dan 
hasilnya 
disetor 
langsung ke 
kas daerah, 
bukan ke 
Badan 
Pendapatan 
Daerah. 
Prosesnya 
melibatkan 

1) Mekanis
me 
Pemung
utan 
PBB 

Penerbitan 
SPPT 

2) Prosedu
r 
Pemung
utan 
PBB 

1.Pendataan 
dan Pendaftaran 
2.Pembayaran 
Pajak 
 

Mekanisme 
dan 
Prosedur 
Pemunguta
n Pajak 
Bumi dan 
Bangunan 
telah 
dilaksanaka
n sesuai 
dengan 
aturan yang 
berlaku 
namun 
terdapat 
beberapa 
tantangan 
yang dapat 
mempengar
uhi 
efektivitasny
a. Kendala 
utama 
termasuk 
rendahnya 
kesadaran 
wajib pajak 
terhadap 
kewajiban 
pembayaran 
pajak, 
optimalisasi 
penagihan 
oleh kolektor 
pajak, dan 
ketidakakur
atan data 
dalam SPPT 
akibat 
kurangnya 
pelaporan 
mutasi. 
Selain itu, 
ada 
pemahaman 
keliru di 
masyarakat 
terkait 
hubungan 
antara 
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selanjutnya 
didistribusikan 
ke kecamatan, 
dari kecamatan 
nanti yang 
distribusi ke 
kelurahan/desa. 
kemudian 
kelurahan/desa 
mendistribusika
n ke kepala 
lingkungan dan 
atau kepala 
dusun. nanti 
kepala 
lingkungan dan 
kepala dusun 
dia yang pergi 
menagih. 
kemudian hasil 
tagihannya 
disetor langsung 
ke kas daerah 
bukan ke badan 
pendapatan 
daerah. 
untuk 
pembayaran 
ada 2 yaitu 
dengan tunai 
dan nontunai, 
untuk tunai 
disetor ke 
kepala 
lingkungan yang 
kemudian 
menyetor ke kas 
daerah. pisa 
juga wajib pajak 
yang membayar 
menggunakan 
qris atau via 
virtual account 
billing. 

2) Ibu 
Huduriy
ana,SE 
(Kepala 
Sub. 
Bidang 
PBB P2) 

Persyaratannya 
itu mengajukan 
berkas, kalau 
objek pajak baru 

survei lokasi 
sebelum pajak 
dapat 
diproses, dan 
jika terjadi 
sengketa 
mengenai 
tanah atau 
lokasi 
tersebut, wajib 
pajak harus 
menyelesaika
n sengketa 
tersebut 
sebelum 
proses 
dilanjutkan. 
Masih ada 
beberapa 
SPPT yang 
bermasalah, 
seperti properti 
yang hanya 
memiliki tanah 
tanpa 
bangunan, 
atau SPPT 
yang belum 
diperbarui. Hal 
ini sering 
terjadi karena 
wajib pajak 
yang membeli 
tanah tidak 
meminta SPPT 
sebelumnya 
dari pemilik 
sebelumnya 
dan akhirnya 
mengeluarkan 
SPPT baru 
atas nama 
yang berbeda 
untuk objek 
pajak yang 
sama. 
 

2) Prose
dur 
Pemu
nguta
n PBB 

 
Dilakukan 
proses 

kepemilikan 
sertifikat dan 
kewajiban 
PBB. 
Meskipun 
pendataan 
properti 
dilakukan 
secara rinci, 
masih ada 
SPPT 
bermasalah, 
terutama 
terkait tanah 
tanpa 
bangunan 
atau 
pembaruan 
data. Dalam 
proses 
pembayaran 
pajak, ada 
dua metode 
yang 
tersedia, 
tunai dan 
nontunai, 
namun, 
pemahaman 
keliru 
masyarakat 
terkadang 
menyulitkan 
proses 
tersebut. 
Oleh karena 
itu, perlu 
adanya 
upaya lebih 
lanjut untuk 
meningkatk
an 
kesadaran 
masyarakat, 
optimalisasi 
penagihan, 
dan akurasi 
data guna 
meningkatk
an 
efektivitas 
mekanisme 
dan 
prosedur 
perpajakan. 
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KTP, sertifikat 
difotokopi 
semua. PBB 
baru itu 
melampiri PBB 
tetangga, terus 
kalau mutasi 
atau balik nama 
tidak melampiri 
PBB. 
survei dulu 
untuk liat 
lokasinya baru 
kemudian bisa 
diproses. Yang 
jadi masalah jika 
tanah atau 
lokasi tersebut 
sengketa, jadi 
nanti wajib pajak 
yang selesaikan 
yang 
bersangkutan 
baru kemudian 
bisa diproses. 
masih banyak 
SPPT yang 
bermasalah 
seperti masih 
banyak SPPT 
yang bumi saja 
belum ada 
bangunannya, 
SPPT yang 
belum 
terupdate. 
pembayaran 
tunai itu wajib 
pajak yang 
datang 
membayar, terus 
dia bawa 
potongan 
SPPTnya 
kemudian kita 
hitung baru kita 
berikan slip 
setoran. 

3) Adyar 
Nawam 
Fahmi 
(Staf) 

pendaftaran itu 
sebenarnya 
banyak 

pendataan dan 
pendaftaran. 
Pendataan 
dilakukan 
dengan turun 
langsung ke 
lapangan 
untuk 
mengumpulka
n informasi 
properti yang 
akan 
dikenakan 
pajak. 
Sementara 
proses 
pendaftaran 
terjadi ketika 
wajib pajak 
mendaftarkan 
properti 
mereka 
setelah 
ditetapkan 
sebagai wajib 
pajak, di mana 
berbagai 
informasi 
seperti luas 
tanah, 
keberadaan 
bangunan, 
penggunaan 
listrik, jenis 
lantai, dan 
bahan dinding 
digunakan 
untuk 
menghitung 
jumlah pajak 
yang harus 
dibayarkan. 
Persyaratan 
pendaftaran 
termasuk 
pengajuan 
berkas seperti 
KTP dan 
fotokopi 
sertifikat, 
dengan PBB 
baru 
mencakup 
informasi 
tentang PBB 
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masayarakat 
yang masih 
kurang sadar 
untuk 
mendaftarkan 
tanahnya untuk 
diterbitkan PBB 
sehingga masih 
banyak orang 
yang sudah 
keluar setifikat 
sendiri tapi 
PBBnya masih 
induk. karena 
pemikiran 
masyarakat itu 
yang penting 
ada sertifikat 
bukan ada PBB. 
baik pendataan 
secara subjek 
pajak maupun 
dari objek pajak. 
dari objek pajak 
misalnya 
luasannya harus 
sama dengan 
sertifikat, nilai 
bangunannya 
jujga harus 
sama. 
ada tanah tapi 
beberapa SPPT, 
itu terjadi karena 
misalnya ada 
wajib pajak yang 
membeli tanah 
tapi tidak 
meminta PBB 
sebelumnya 
kepada yang 
menjual tanah. 
karena wajib 
pajak tidak mau 
lagi pusing dia 
mau membuat 
SPPT baru. 
akhirnya terbit 
SPPT baru atas 
nama yang 
berbeda dengan 
objek pajak yang 
sama. 
hal yang perlu 
perhatikan itu 

properti 
tetangga. 
Namun, dalam 
kasus mutasi 
atau 
perubahan 
kepemilikan, 
tidak perlu 
melampirkan 
PBB. 
Tantangan 
utama adalah 
kurangnya 
kesadaran 
masyarakat 
dalam 
mendaftarkan 
properti 
mereka untuk 
PBB, dengan 
pemikiran 
bahwa 
kepemilikan 
sertifikat lebih 
penting 
daripada 
kewajiban 
PBB.  
Terdapat dua 
metode 
pembayaran 
Pajak Bumi 
dan Bangunan 
(PBB), yaitu 
tunai dan 
nontunai. 
Pembayaran 
tunai disetor ke 
kepala 
lingkungan 
yang 
selanjutnya 
menyetorkann
ya ke kas 
daerah. 
Sementara 
pembayaran 
nontunai dapat 
dilakukan 
melalui QRIS 
atau melalui 
virtual account 
billing. 
Untuk 
pembayaran 
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keakuratan data, 
terkadang orang 
tidak mau 
membayar 
karena namanya 
tidak sesuai. 
pemikiran orang 
ketika punya 
sertifikat 
tersendiri itu 
secara otomatis 
PBB atas 
namanya 
sementara 
kenyataannya 
tidak begitu, 
pengurusan 
sertifikat 
berbeda dengan 
PBB. 
 

tunai, wajib 
pajak datang 
secara 
langsung 
untuk 
membayar, 
membawa 
potongan 
Surat 
Pemberitahua
n Pajak 
Terhutang 
(SPPT), dan 
setelah 
dihitung, 
diberikan slip 
setoran. 
Penting untuk 
memastikan 
keakuratan 
data, karena 
ketidaksesuaia
n nama dapat 
menjadi 
alasan orang 
untuk tidak 
mau 
membayar. 
Banyak yang 
menganggap 
bahwa 
sertifikat sama 
dengan PBB 
yang otomatis 
atas nama 
mereka, 
padahal 
keduanya 
adalah dua hal 
yang berbeda. 

2. Pemberita
huan 

Kepada 
Wajib 
Pajak 

Hasil 
wawancara 
dengan 
beberapa 
narasumber : 

1) Bapak 
Bapak 
Muh. 
Safwan, 
SE.MM 
(Kepala 
Bidang 
Pendap
atan II) 

Pemberitahua
n kepada wajib 
pajak sudah 
dilakukan 
sesuai 
prosedur 
dengan 
menerbitkan 
SPPT (Surat 
Pemberitahua
n Pajak 
Terutang). 
SPPT dicetak 
kemudian 
diberikan ke 

1) Penerbit
an 
SPPT 

2) Pendistr
ibusian 
ke 
kecamat
an, 
keluraha
n kepala 
lingkung
an 
hingga 
wajib 
pajak. 

Pemberitah
uan Kepada 
Wajib Pajak 
telah sesuai 
prosedur 
dengan 
menerbitkan 
SPPT dan 
distribusinya 
ke kepala 
lingkungan 
untuk 
penagihan 
melalui 
kecamatan 
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SPPT (Surat 
Pemberitahuan 
Pajak Terutang) 
kami kasi dulu 
ke kecamatan 
yang kemudian 
didistribusikan 
ke kelurahan, 
dari kelurahan 
distribusikan ke 
kepala 
lingkungan atau 
dusun yang 
kemudian 
menyampaikan 
SPPT. 

2) Ibu 
Huduriy
ana,SE 
(Kepala 
Sub. 
Bidang 
PBB P2) 

 
pemberitahuan 
kepada wajib 
pajak biasa juga 
dilakukan 
dengan media, 
yaitu WA atau 
menyurat dan 
menelfon 
langsung. jika 
dia tidak 
membayar 
sesuai dengan 
tempo jadi tetap 
piutang PBBnya. 
Ada dendanya 
2% dari piutang 
PBB. masih 
banyak SPPT 
yan g 
bermasalah 
seperti masih 
banyak SPPT 
yang bumi saja 
belum ada 
bangunannya, 
SPPT yang 
belum terupdate 
kemudian masih 
banyak 
masyarakat 

kecamatan, 
dari 
kecamatan 
didistribusikan 
ke kelurahan 
yang 
selanjutnya 
disampaikan 
kepada kepala 
lingkungan/du
sun yang akan 
melakukan 
penagihan. 
Proses 
pemberitahua
n kepada wajib 
pajak juga 
dapat 
dilakukan 
dengan 
menyurat atau 
melalui media 
yaitu whatsapp 
dan menelfon 
langsung wajib 
pajak yang 
bersangkutan. 
Apabila jatuh 
tempo masa 
pajak setelah 
penerbitan 
surat 
pemberitahua
n sudah lewat 
yaitu selama 6 
bulan maka 
akan 
dikenakan 
denda sebesar 
2% dari pokok 
pajaknya. 
Walaupun 
wajib pajak 
tidak 
membayar 
pajak selama 5 
tahun maka 
denda tersebut 
tetap dihitung 
hanya sampai 
24 bulan. 

 dan 
kelurahan. 
Pemberitah
uan 
dilakukan 
melalui 
berbagai 
media, 
termasuk 
WhatsApp, 
surat, dan 
telepon 
langsung. 
Denda 
sebesar 2% 
dikenakan 
jika 
pembayaran 
pajak 
terlambat, 
dengan 
jatuh tempo 
6 bulan 
setelah 
penerbitan 
SPPT, 
kecuali 
untuk pajak 
lain yang 
memiliki 
ketentuan 
30 hari. 
Namun 
dalam 
pelaksanaa
nnyan 
terdapat 
masalah 
umum 
seperti 
kurangnya 
kesadaran 
masyarakat 
terhadap 
PBB, 
terutama 
saat pajak 
naik akibat 
perbaikan 
rumah. 
Besarnya 
pajak 
tergantung 
pada ukuran 
dan lokasi 
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yang tidak peduli 
dengan PBB. 

3) Adyar 
Nawam 
Fahmi 
(Staf) 

pemberitahuan 
kepada wajib 
pajak sudah kita 
lakukan sesuai 
dengan 
prosedur, 
dengan 
menerbitkan 
SPPT. SPPT kita 
cetak disini 
kemudian kita 
supply turun 
sampai ke 
kecamatan, dari 
kecamatan bagi 
ke kepala 
lingkungan yang 
kemudian 
menagih ke 
masing-masing 
objek pajak. 
sesuai dengan 
perda jatuh 
temponya masa 
pajak setelah 
penerbitan surat 
pemberitahuan 
itu 6 bulan. 
pajak-pajak 
yang lain itu 
memang 
ketentuannya 30 
hari kecuali PBB 
karena masa 
penagihannya 
itu lumayan 
lama dan ribet. 
kalau ada 
masyarakat 
yang mau bayar 
setelah jatuh 
tempo akan ada 
denda sebesar 
2% per bulan 
dari pokok 
pajaknya. 
misalnya ada 
pajak yang tidak 
dibayar selama 

rumah, 
dengan 
kawasan 
perkotaan 
cenderung 
memiliki 
pajak yang 
lebih tinggi. 
Masih ada 
SPPT 
bermasalah, 
seperti yang 
hanya 
mencantum
kan tanah 
tanpa 
bangunan, 
SPPT yang 
belum 
diperbarui, 
dan 
kurangnya 
kepedulian 
masyarakat 
terhadap 
PBB. 
Evaluasi 
lebih lanjut 
diperlukan 
untuk 
meningkatk
an 
efektivitas 
dan 
kesadaran 
masyarakat 
terkait PBB. 
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5 tahun 
dendanya 
dihitung hanya 
sampai 2 tahun 
karena 
maksimal 
hitungan 
dendanya itu 
sampai 24 
bulan, 
selebihnya itu 
tidak dihitung 

4) Ibu 
Magfira
h (Staf) 

pada SPPT yang 
tertera adalah 
nama orang 
tuanya yang 
sudah 
meninggal 
kemudian tidak 
ada yang 
membayar pajak 
padahal ahli 
waris yang 
harusnya 
melanjutkan 
pembayaran. 
adapun salah 
satu dari setiap 
permasalahan 
yang terjadi 
yaitu adanya 
masyarakat 
yang tidak 
membayar pajak 
karena pajaknya 
naik dan dia 
tidak sadar 
kalau biasa 
penyebabnya itu 
karena 
perbaikan 
rumah. semakin 
luas rumahnya, 
semakin 
bertambah 
lantainya maka 
semakin tinggi 
juga 
pembayaran 
pajaknya. 
kemudian jika 
lokasinya 
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didalam kota 
lebih tinggi 
pajaknya 
dibandingkan 
yang didaerah 
pegunungan 
atau jauh dari 
perkotaan. 

3. Peningkat
an PAD 

Hasil 
wawancara 
dengan 
beberapa 
narasumber : 

1) Bapak 
Bapak 
Muh. 
Safwan, 
SE.MM 
(Kepala 
Bidang 
Pendap
atan II) 

 
untuk PBB 
sebisa mungkin 
peningkatannya 
ada, walaupun 
sebenarnya kita 
juga tiap tahun 
melakukan 
pendataan tapi 
costnya untuk 
melakukan 
pendataan itu 
kan besar. 
Hitungan kalau 
kita pihak 
ketigakan 
kisaran 15.000 
sampai 25.000 
per wajib pajak. 
Jadi memang 
costnya besar 
dan ini yang 
belum bisa kita 
maksimalkan 
dalam 
pembiayaannya. 
Jadi hampir tiap 
tahun itu-itu saja 
karena kita tidak 
pernah 
melakukan 
updating data, 
tidak melakukan 

Kontribusi 
Pajak Bumi 
dan Bangunan 
(PBB) 
terhadap 
Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) masih 
relatif kecil, 
kurang dari 
5%.  Meskipun 
upaya telah 
dilakukan 
untuk 
meningkatkan 
realisasi PBB, 
hasilnya belum 
mencapai 
100%. Untuk 
mendorong 
ketaatan wajib 
pajak, 
berbagai 
kebijakan 
insentif fiskal, 
seperti 
pembebasan 
denda PBB, 
telah 
diterapkan. 
 Dalam upaya 
meningkatkan 
kontribusi PBB 
sebagai 
sumber 
Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD), 
terdapat 
masalah biaya 
pendataan 
yang tinggi, 
kurangnya 
pembaruan 
data, dan 
tantangan 
biaya 

Kontribusi PBB 
terhadap 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 
kurang dari 5%.  
 

PAD, 
Kontribusi 
Pajak Bumi 
dan 
Bangunan 
(PBB) 
terhadap 
Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) masih 
rendah, di 
bawah 5%, 
meski upaya 
peningkatan 
telah 
dilakukan. 
Meskipun 
belum 
mencapai 
target 
penuh, 
kebijakan 
insentif 
fiskal, 
seperti 
pembebasa
n denda 
PBB, 
diterapkan 
untuk 
mendorong 
ketaatan 
wajib pajak. 
Walaupun 
dihadapkan 
dengan 
dampak dari 
pandemi 
serta 
tantangan 
biaya tinggi 
dalam 
pendataan, 
kurangnya 
pembaruan 
data, dan 
biaya 
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pendataan 
secara 
maksimal 
karena 
kekurangan itu. 
jadi untuk 
peningkatan 
PAD kita sudah 
berusaha 
semaksimal 
mungkin supaya 
realisasinya 
lebih tinggi lagi. 
Jadi PBB itu 
tidak pernah 
100%. kami 
keluarkan SPPT 
itu tidak pernah 
terbayar semua. 
jadi paling 
realisasinya 
tahun lalu hanya 
700 juta kita 
tingkatkan 
sebisa mungkin. 
untuk target 
mungkin susah 
untuk kita 
naikkan tapi kita 
pacu sekarang 
realisasinya kita 
coba bagaimana 
realisasi ini bisa 
meningkat. 
kebijakan 
khusus 
meningkatkan 
PAD tahun ini di 
Januari-Mei 
Bupati 
mengeluarkan 
SK (Surat 
Keputusan) 
Bupati tentang 
pemutihan 
denda atau 
disebut dengan 
pembebasan 
denda. 
pembebasan 
denda PBB dari 
tahun 2022 
kebawah hampir 
tiap tahun kita 
adakan itu. jadi 

operasional. 
Meski begitu, 
fokus tetap 
pada 
pelayanan di 
kantor untuk 
mengatasi 
keterbatasan 
sumber daya. 
Penilaian 
keberhasilan 
dalam 
mengumpulka
n piutang PBB 
bervariasi, 
terutama 
dengan 
mempertimba
ngkan situasi 
pandemi tahun 
sebelumnya. 
Pihak 
berwenang 
tetap 
berkomitmen 
untuk 
meningkatkan 
kontribusi PBB 
terhadap PAD 
meskipun 
dihadapi 
berbagai 
tantangan. 
 

operasional, 
pihak 
berwenang 
tetap 
berkomitme
n untuk 
meningkatk
an peran 
Pajak Bumi 
dan 
Bangunan 
(PBB). 
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kalau ada pajak 
yang belum 
dibayar, yang 
dendanya 2% 
biasanya kita 
adakan itu 
insentif fiskal 
pembebasan 
denda. 

2) Adyar 
Nawam 
Fahmi 
(Staf) 

kontribusi PBB 
terhadap PAD 
jumlahnya itu 
kecil kurang dari 
5%. untuk 
mengukur 
keberhasilan 
pada piutang itu 
tidak ada 
patokan. di 
pokok tahun 
berjalan, untuk 
mengukur 
keberhasilan jika 
mencapai 80% 
itu sudah luar 
biasa. kalau 
dirata-ratakan 
setiap tahun itu 
sekitar 60-70% 
kecuali waktu 
pandemi 
kemarin itu tidak 
bisa mencapai 
50%. 
kendalanya 
dalam 
meningkatkan 
kontribusi 
terhadap PAD 
ini karena 
kurangnya biaya 
operasional. 
bukan kita tidak 
mau kerja 
karena tidak ada 
biaya 
operasional, tapi 
tidak bisa 
dipungkiri 
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bahwa bapenda 
itu sebagai 
penghasil uang 
dan tulang 
punggung 
daerah yang 
tidak memiliki 
banyak biaya 
operasional 
untuk mencari 
uang. untuk 
mengatasi itu 
semampu kita 
hanya 
pelayanan di 
kantor. 

 

 


